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Kasus Pungli di Bedulu

P elaklferaksi

I Nyoman Suarta yang terjaring Op-
an (OTT) di Kantor
n wajib lapor. Dari

-Gianyar (Bali Post) -

Desa Bedulu, dikenak
hasil pemeriksaan, Kl
Margasengkala tersebut diketahui telah
memungut iuran dari penerbitan KK den-
Rp 400 ribu hingga
Rp 550 ribu. Aksifini dilakukan pelaku
sejak tahun 2012. 1

Kasat:Reskrim Polres Gianyar AKP
Denny Septiawan, Senin §12/3) kemarin,
mengatakan polisi masih melakukan
pengembangan terhadap kasus ini, teruta-
ma untuk mengetahui keterlibatan oknum
lain yang membantu penerbitan admin-
istrasi kependtﬁgukan, misalnya aparat
desa atau dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. “Se-
mentara pelakungakunya beraksi sendiri.
Tapi kita kan tidak bisa percaya begitu
saja. Makanya} kita dalami keterlibatan
oknum lain,” tegasnya.

Setiap pengurusan %a,n penerbitan
KK, pelaku menerapkan beberapa modus
operandi. Pertama, untuk penduduk pen-
datang yang hendak menifgus KK dikena-
kan biaya Rp 400 ribu hingga Rp 550 ribu.
Sementara _p}nd,uduk lokal membayar
Rp 50 ribu. YKhusus untuk penduduk
pendatang yang ingin menerbitkan KK,
pelaku memanipulasi persyaratan. Seolah-
olah warga tersebut berdomisili di Banjar
Margasengkala dengan dibuatkan surat
kontrak rumah,” ungkapnya.

ian Dinas Banjar

ketiga, pelaku ini kan n

- Denny mengungk?ﬁt@rﬁ,t&etiap mem-

buat surat kontrak r mah pelaku selalu
@malx '

trakan minimal lima tahun. Manipu-

lasi data ini dibuat sebagai pengganti su-

rat pindah dari asal penduduk pendatang
bersangkutan. Pelaku pun memanfaatkan
kondisi ini karena asanya para pen-
du&;zk ealdlz:tang malas untuk mengurus
surat pindah. el
‘Setelah berjalan, justru dominan pen-
duduk pendatang yang diuruskan KK-nya,
tidak menetap di @?ﬁh anyar. Mereka tinggal
di kawasan Badugg Denpasar. Alasan
membuat KK di Gian ar, lantaran diper-
mudah oleh pelaku.
"Di. Denpasar itu ketat. Mereka harus
menyiapkan surat pindah. Sementara jika
urus surat pindah, ribet lagi harus pulang
kampung. Akibat bantuan itu, pelaku pun
terkenal di kalangan penduduk pendatang
berdasarkan cerita dari mulut ke mulut,”
terangnya. A0 !
Mempertanggungjawabkan perbuatan-
nya, pelaku dikenakan ancaman huku-
man penjara paling lama enam tahun
atau denda paling banyak Rp 75 juta.
Pelaku melanggar Pasal 95 B UU No. 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Meski sudah dipastikan
be‘rsa_lah namun pelaku yang terjaring
OTT ini tidak langsung ditahan. Menurut

Denny, pertimbangannya adalah penyidik

sudah mengantongi seluruh alat bukti.

operatif. “Alasan
> asih sebagai Klian
Dinas, ya kita biarkan dulu menjalankan
tugasnya,” katanya. (kmb35) '

Selain itu pelaku juga

ai rumahnya sendiri dengan masa
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Diduga Korupsi APBDes
Ketua Forkom
Perbekel Buleleng
Dihukum Setahun

PERBEKEL Dencarik, Banjar, Bule-
leng, I Made Suteja, yang juga merupakan
Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Per-
bekel/Kepala Desa Buleleng dijatuhi hu-
kuman selama setahun penjara. Dalam
:sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar,
ﬁSélas'a‘. (13/3) kemarin, majelis hakifa
; pimpinan Angeliky Day menyatakan ter-
dakwa terbukti ber%ah melakukan tin-
fdak pidana korupsi APBDes sebagaimana
£dalam dakwaan subsider. Yakni melanggar
: igasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b,
ayat 2 dan ayat 3 UU Tipikor Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana yang telah di-
‘ubah dan ditambah dengan UU Nomor 20
: Tahun 2001 tentang Tipikor, jo Pasal 64
ayat 1 KUHP. Selain itu, terdakwa dihu-
~kum membayar denda|Rp 50 juta subsider
“empat bulan kurungan. Putusan itu lebih
rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya,
JPU Fajar bersama Gusti Widana menun-
tut terdakwa supaya dihukum 1,5 tahun
penjara, denda Rp 100 juta subsider enam
bulan kurungan.
Sebelumnya, dalam surat dakwaan
dijelaskan terdakwa Suteja diduga meng-
korupsi dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (ABPDes) Desa Dencarik
pada tahun 2015 dan 2016 lalu. Dana yang

: : diselewengkan besarnya mencapai Rp 149
HUKUMAN - Perbekel Dencarik I Made juta. Angka itu berdasarkan akumulasi

Suteja yang juga Ketua Forum Komu- dana yang tidak bisa dipertanggungjaw-

nikasi (Forkom) Perbekel/Kepala Desa , : 5
Bulelen(g dijatuhi hukuman satu tahun %bkan ]?‘SRM ade Suteln selgkq Pe;bqkel
. di Pengaditen Tipikor:Deh- encarik. Rinciannya, uang dari sebagian
HERIa LS ) I ; penerimaan pendapatan desa yang tidak
pasar, Selasa (13/3) kemarin. dipertanggungjawabkan dalam APBDes
| Rp 105.805.000 serta uang selisih pertang-
gungjawaban belanja desa setelah setoran

pajak Rp 42.125.551. (asa)

Bali Post/asa
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Kejari Panggil Kepala SMP Se-Karangasem

Amlapura (Bali Post) -

Dunia pendidikan Karangasem dibuat gempar. Isu adanya dugaan tindak
pidana korupsi pengadaan buku di lingkungan jenjang pendidikan SMP, rupa-
nya bukan sekadar angin lalu. Jaksa di Kejari Amlapura kini sedang mengum-
pulkan data untuk memperdalam kasus tersebut. Ini semakin terlihat setelah
pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura memanggil seluruh Kepala SMP
se-Karangasem, Rabu (14/2) kemarin. Mereka dipanggil menghadap ke Kantor
Kejari Amlapura untuk dimintai keterangan, sambil membawa serta seluruh
buku hasil pengadaan tersebut.

“Kami tak tahu kenapa
dipanggil ke sini. Kami dida-
tangi ke sekolah dan diminta
datang serta membawa buku
hasil pengadaan tahun lalu.
Ini baru segini, di atas lebih
banyak lagi. Penuh ruangan
di sana. Sekarang dipilah di
sini dulu sebelum dibawa ke
atas,” kata salah satu pegawai
dari MTs. Karangasem, Gof-
far, saat ditemui di lobi Kan-
tor Kejari Amlapura.

Kajari Amlapura I Nyo-
man Sucitrawan yang di-
hubungi Rabu (14/2) kemarin,
mengakui pihaknya sedang
memanggil seluruh Kepala
SMP se-Karangasem. Namun,
dia enggan menyebut kalau

ini ada kaitannya dengan
pengumpulan data guna pe-
nyelidikan kasus dugaan ko-
rupsi pengadaan buku untuk
perpustakaan tingkat SMP.
“Hanya klarifikasi terkait
penerimaan buku saja,” kata
Kajari Sucitrawan saat di-
mintai konfirmasi via pesan
singkat WA (whatsapp)

Kasi Pidsus Kejari Am-
lapura, Bekti Wicaksono,
yang ditemui di kantornya,
juga mengakui adanya pe-
manggilan terhadap Kepala
SMP se-Karangasem. Senada
dengan Kajari, dia juga me-
nyampaikan bahwa kontek-
snya hanya mengklarifikasi,
apakah benar ada pengadaan

buku-buku itu, atau tidak.
Bukan dalam konteks apakah
mereka terlibat dalam praktik
dugaan korupsi pengadaan
buku ini. Sehingga, mereka di-
panggil dengan menyertakan
buku-buku hasil pengadaan
tahun lalu. Namun, pthaknya
belum berani berkesimpulan,
apakah ini sudah mengarah
ke dugaan tindak pidana ko-
rupsi atau tidak. “Ini masih
hijau (awal - red) sekali. Kami
masih full data. Nantilah,
lihat perkembangan,” kata
Bekti Wicaksono.

Hasil penelusuran Bal:
Post hingga Rabu (14/2) ke-
marin, pemanggilan Kepala
SMP se-Karangasem ini, tam-

paknya ada kaitan dengan
dugaan tindak pidana korupsi
pengadaan buku untuk per-
pustakaan SMP. Ini terlihat
dari isi surat Jaksa Bekti
Wicaksono dan Andri Winan-
to kepada para Kepala SMP,
dengan nomor B-54/P.1.14/
Fd.1/02/2018 yang meminta
Kepala SMP hadir untuk
keperluan di atas.

Surat panggilan ini di-
layangkan kepada Kepala
SMP, setelah adanya Su-
rat Perintah Penyelidikan
Kejari Amlapura dengan
Nomor PRINT - 02/P.1.14/
74.1/02/2018 tertanggal 1
Februari 2018. Dari sum-
ber surat ini, yang diteken
langsung Kasi Pidsus Bekti
Wicaksono, Kepala SMP
diminta membawa semua
buku dari program pen-
gadaan buku ilmu pengeta-
huan umum perpustakaan.
Kemudian berita acara se-
rah terima buku dan kepala
sekolah agar didampingi dua

orang staf perpustakaan.

Dari dokumen serah
terima barang salah satu
sekolah, didapat bahwa pen-
gadaan buku ini dilakukan
Bidang SMP Dinas Pen-
didikan Kepemudaan dan
Olahraga Karangasem bek-
erja sama dengan pihak Kon-
traktor dan Perdagangan
Karya Prima Lestari, yang
beralamat di Banjar Penida
Kelod, Tembuku, Bangli.
Pengadaan itu dilakukan
melalui Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya-Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan
Umum. Berita acara serah
terima barang ini, diteken
langsung Direktur CV Karya
Prima Lestari, bernama 1
Putu Hendiarta.

Bekti menegaskan, klari-
fikasi baru dilakukan kepada
kepala sekolah. Sementara,
dari pejabat yang berwenang
di Disdikpora Karangasem,
khususnya pada penanggung
jawab bidang SMP dan pihak
rekanan, belum dilakukan
pemanggilan. (kmb31)

I Pengadaan Buku SMP Diduga Dikorupsi

Edisi
Hal

: Ros , 1S Frbrvan 20

.




Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwalkil.:n Provinsi Bali

e
A7

Bali Posl

" Reklame Kedaluwarsa Marak,
Dinas PMPPSP Di-"warning” BPK

Singaraja (Bali Post) - :

Tidak disiplinnya pengusaha mengikuti mekanisme pemasangan reklame
di Buleleng mendapat perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini
karena izin reklame yang telah habis masa berlakunya, namun tetap terpasang
di lokasi. Karena izinnya sudah kedaluwarsa, perusahaan tidak melunasi paja-
knya, sehingga menjadi temuan BPK.

Menyikapi hal tersebut,
Dinas Penanaman Modal
Pelayaan Perizinan Satu Pin-
tu (PMPPSP) Buleleng mewa-
jibkan setiap pemilik reklame
yang mencari izin wajib mem-
bayar uang jaminan bongkar
reklame. Kebijakan ini diatur
dengan Peraturan Bupati
(Perbup) No. 50 Tahun 2016
tentang Perubahan Perbup
No. 19 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Reklame.

cu regulasi itu, setiap

“perusahaan atau perorangan

yang beriklan wajib mem-
bayar jaminan scbesar 15
persen dari nilai reklame
yang dipasang.

_ Kepala Dinas PMPPSP
Buleleng I Putu Karuna yang
dihubungi Rabu (14/3) kema-
rin, mengatakan dari pen-
gamatan di lapangan masih
banyak ditemukan izin reklame
telah habis masa berlakunya.
Kendati izinnya sudah tidak

berlaku, namun pemiliknya
sengaja membiarkan reklame
tetap dipasang. Perilaku yang
tidak disiplin ini otomatis me-
nimbulkan kerugian secara
meterial karena pemerintah
daerah tidak mendapat pung-
utan pajak reklame.
Bersamaan dengan temuan
reklame yang izinnya telah
habis itu, Dinas PMPPSP
sempat mendapat teguran
dari BPK yang menyebut
bahwa reklame yang terpas-
ang, namun tidak ada pung-
utan pajak yang masuk ke kas
daerah. Atas kondisi itu, Dinas
PMPPSP kemudian mewajib-
kan setiap pemilik reklame
atau perusahaan yang akan
beriklan membayar uang
jaminan bongkar reklame.
Menurut Karuna, sebenarnya
pungutan jaminan bongkar
reklame ini juga untuk men-
gakomodir usul yang disam-
paikan para pengusaha yang

sering memasang reklame di
Buleleng. Selain itu, secara
regulasi, pungutan ini tidak
melanggar karena pemerintah
telah mendasari kebijakannya
itu dengan perbup. Selain itu,
dalam pelaksanaanya uang
jaminan itu akan dikemba-
likan kepada perusahaan atau
pemilik setelah reklame di-
bongkar karena masa izinnya '
telah habis. Sebaliknya, kalau
tetap tidak dibongkar, maka
uang jaminan itu dialokasi-
kan untuk biaya penurunan
reklame tersebut. (kmb38)

REKLAME - Banyak
reklame telah habis
masa berlakunya, na-
mun tetap terpasang di
tempatnya. Persoalan
ini sempat mengundang
perhatian BPK. '
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Korupsi Dana PNPM-MD

‘Ginawati Dib

. B e Bali Post/asa
DIVONIS - Made Ginawati berbincang-bincang dengan kuasa hu-
kumnya, seusai divonis bersalah dan dihukum 1,5 tah

un penjara.

Aaebn ik A LB 43

; ]
% )
iy ‘
ui 1,5 Tahun
; MADE Ginawati alias Kadek Gina (47), Rabu (14/3)
kemarin divonis bersalah. Majelis hakim pimpiman I
Made Sukereni kemudian menghukum terdakwa asal
Banjar Dinas Subuk, Busungbiu, Buleleng itu dengan
pidana penjara selama setahun enam bulan (1,5 ta-
hun) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar.
- Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi
dana bantuan bergulir Program Nasional Per ber-
dayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-
Desa Subuk, Busungbiu, Buleleng senilai Rp 208 juta.
Tidak hanya itu, majelis hakim juga menghukum
terdakwa dengan membayar denda Rp 50 juta, sub-
sider dua bulan kurungan. Masih dalam amar putusan
hakim Pengadilan Tipikor, terdakwa juga divonis
untuk membayar uang pengganti Rp 156.550.000.
~ Jika tidak mempunyai uang yang cukup, maka harta
bendanya disita untuk dilelang. Apabila tidak mem-
punyai harta benda yang cuikup, maka diganti dengan
pidana kurungan selama lima bulan. %
Atas putusan itu, terdakwa dan JPU Gusti Ngurah
- Widana masih menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya,
jaksa dari Kejari Buleleng itu oleh jaksa dituntut dua
. tahun penjara denda Rp 100 juta serta membayar
: ang pengganti sebagai akibat kerugian keuangan
ggara. - USAS Yy 5 Qe O ;s
%4 Sebelumnya, koordinator bantuan. dana bergu-
' Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
" Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) Desa Subuk, Busung-
biu, Made Ginawati alias Kadek Gina, diduga korupsi.
JPU Fajar Alamsyah Malo bersama IGN Widana men-
guraikan perbuatan terdakwa yang diduga merugikan
keuangan negara hingga Rp 156.550.000. Jumlah
itu setelah terdakwa mengembalikan sekitar Rp 100
jutaan, sehingga akumulaii sisa sekitar Rp 156 juta.
Bantuan tersebut sejatinya untuk pengelolaan
dana bergulir melalui bantuan langsung masyarakat
dalam bentuk kegiatan simpan-pinjam untuk kelom-
pok perempuan dan peminjaman tidak diperbolehkan
secara individu. Semua masyarakat mempunyai hak
yang sama dan pengajuannya disampaikan lewat ke-
lompok. Namun, ada dugaan terdakwa menggunakan
dana tersebut untuk kepentingannya sendiri. (asa)
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Denpasar (Bali Post)- :

Sejumlah pejabat penting di Pemkab J embrana, Rabu
(14/3) kemarin, diperiksa sebagai saksi di Pengadilan
Tipikor Denpasar. Mereka adalah Dewa Gede Kusuma
Antara selaku Kadis Pendapatan, Dwi Maha Arimbawa,
selaku Kadis Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jem-
brana serta Wayan Arsana selaku Bendahara Penerima.

dalam perkara dugaan korupsi Retribusi Jasa Usaha
“Terminal Manuver Gilimanuk dengan terdakwa I Gusti
o Ngurah Bagus Putra Riyadi dan 1 Nengah Darna.

SR VA LA 3L

Pejabat di Bumi Makepung itu diperiksa sebagai saksi

Di hadapan majelis hakim

- Dispenda Jembrana yang bersaksi

itu harus disetorkan ke kas dae-

" pimpinan | Wayan Sukanila, pihak

- paling awal mengatakan, pun-
gutan retribusi itu berdasarkan
Perda. Salah satunya adalah Re-
tribusi Jasa Usaha dan pungutan

- rah. Menariknya, disebut bahwa
setoran dan pelaporan yang dibuat
Dishub dalam pungutan retribusi

- Terminal Manuver Gilimanuk ber-
jalan lancar. Hanya, uang yang

Majelis hakim menggali men-

i

= Pe[abaAfJe'm'br-aQaBersékgi di Pengadilan Tipikor

‘Uang Masuk Tak Sesuai Karcis Keluar

Ve T
gapa laporan yang lancar bisa

menimbulkan masalah, sehingga I
Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi
selaku Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika (Kadis Kominfo)
Jembrana harus diadili. Awalnya,
saksi dari Dispenda ini tidak bisa

‘menjawab. Namun saat didesak

hakim, akhirnya disebut bahwa
ada dugaan pelaporan bohong alias
fiktif. Hakim kemudian menan-
yakan apakah ikut atau pernah
menerima dana dari Dishub? Saksi
Dispenda mengatakan ada
menerima duit. Saat disinggung
soal target penerimaan retribusi,
disebutkan Rp 1,92 miliar yang ke-
mudian dirubah menjadi Rp 1,980
miliar. Artinya, ada kenaikan. Dari

diberikan sesuai dengan target.
Namun, uang hasil pungutan
disetorkan dulu ke kas daerah,
kemudian OPD mengajukan am-
prahan UP (upah pungut) dan itu
diberikan di akhir tahun.

Tim kuasa hukum terdakwa
Made Parwarta sempat menan-
vakan soal Dokumen Pelaksa-

naan Anggaran (DPA) yang ada
kaitanya dengan biaya makan.
Namun, saksi mengaku ti(}ak
tahu. Saksi bendahara penerima
juga mengaku tidak tahu. Saksi
bendahara mengatakan tidak ada
angaran uang makan. Para saksi
yang kemarin hadir, juga menyam-
paikan karcis yang keluar tidak
sesuai dengan uang yang masuk.
Sedangkan setiap orang yang di-

pungutan itu, ada insentif yang

pungut diberi tanda terima karcis.

Lantas, kemana larinya uang
itu? Saksi mengatakan tidak tahu.
Begitu pula saat disinggung uang
itu dibagi-bagi ke siapa, saksi men-
gaku tidak tahu. Saksi Kadishub
yang baru juga sempat ditawari UP.
Namuntidakmaukarenadasamyg
tidak jelas, yakni itu masuk kategori
uang apa. Sementera itu, saksipihak
swasta Ketut Astawan mengaku
dipesani karcis yang j ya
14 ribu bendel di tahun 2016. Satu
bendel berisi 100 lembar. (kmb37)

Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.
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